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DINAS SOSIAL

lalan H. Doejasin Mo. 68 Telp / Fax. 0512 - 21082 Pelaihari 70814
Emall : Dinsostala@gmail com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 47 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa amanat Undang — Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
mewajibkan setiap institutsipelayanan publik
baik yang melaksanakan pelayanan langsung
maupun pelayanan tidak langsung untuk
Menyusun  dan menectapkan  Standar
Pelayanan.

b. bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan publik di  Dinas
Sosial Kabupaten Tanah Laut yangprofesional,
transparan dan akuntabel, sesuai demgan asas
penyelenggaraan pemerintahanan yang baik, dan
guna mewujudkan  kepastian  hak  dan
tersalurnya kebutuhan Banman Sosial terhadap
masyarakat yang kurang mampu.

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka
perlu  menetapkan Peraturan Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laot tentang Pedoman
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas
Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Undang — Undang Nomeor 25 Tahun 2009

Tentang PelayananPublik.

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penvelengpgara Jaminan
Sosial Kesehatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019
ientang Penyelenggara Kescjahteraan  Sosial
Bagi Penyandang Disabilitas.

4. Perawran Pemerintabh Nomor 01 Tahun 2013
tentang Bantuan Sosial Korban Bencana.

5. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan SOPAP,

6. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang

PedomanPelayanan Publik.

Mengingat :




Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Dnernh Kabupalen ‘Tanah Lout Nomor
6 Tohun 2016 tentang pPembentukan  dan
Susunan Perangkat Daeruh {Lembarn Daerah
Kaobupaten TanohLout Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ‘Tanah

Laut Nomor 25);

8. Peraturan Bupati Tanoh Lout Nomor 114 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Drganisasi,
Tupas, Fungsi dan Tata Kerjo Perangkat Daerah
Kabupaten  Tanah Laut (Berita Daergh
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Standar
Pelayanan pada Dinas sosial Kabupaten Tanah Laut.
Standar Pelayanan secbagaimana dimaksud d:}ju{n
Dikium KESATU meliputi ruang lingkup jenis
layanan yaitu :

1. Aktivasi BPJS Penerima Bantuan luran (PBI)

APBD
2. Layanan Bantuan Sosial Dasar bagi Lanjut Usia

dan Disabilitas
3. Layanan Bantuan Sosial bagi Korban Terdampak
Bencana Alam dan Sosial

4. Layanan Anak Terlantar

5. Layanan Orang Terlantar

6. Layanan Bantuan Pengangkatan Anak (ADOPSI)

7. Layanan Pendampingan Anak Berhadapan dengan
HUKUM (ABH)

8. Layanan Mundur BPIS

g. Tanda Daftar danfatan ljin Operasional LKS

10. Tanda Daftar Karang Taruna

11. Rekomendasi Pungutan Uang dan Barang

12, Surat Keterangan Terdafiar DTKS

13, Surat Keterangan Sanding Data dengan DTKS

14. Rekomendasi BPNT, Buku Tabungan/Kartu
ATM/KKS untuk Pembuatan Baru, Rusak, PIN

Terblokir atau Hilang
15. Layanan Pengaduan Aplikasi E- Lapor
16. Layanan Pengaduan Langsung

Standar Pelayanan tersebut meliputi 2 (dua) komponen

antaralain:
a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan

prosespenyampaian pelayanan (Service Delivery)
meliputi:

1. Persyaratan pelayanan.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur.

3. Jangka waktu pelayanan.

4. Biaya/tarif.

5. Produk pelayanan

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.




KEEMPAT 3

KELIMA -

b. kompone

n Standar Pelayanan yang terkait dengan

proscspengelolann pelayanan ( Manufacturing)

meliputi:

1. Dasar hukuom.

Sarana, prasarana/fasilitas.
Kompetensi pelaksana.

Pengawasan internal.

Jumlah pelaksana.

Jaminan pelayanan.

Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan.

Evaluasi kinerja peloksana.

B Hfpoawb

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
proses penyampaian layanan (Service Delivery) dan
komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan

pengelolaan pelayanan({ Manufacturing) sebagaimana
terlampir  dalam  lampiran Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Keputusan Kepala Dinas Sosial ini berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari,

{1y 2035,



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL

BENTUK DAN SUSUNAN PENETAPAN STANDAR PELJ&T;?*IS? Dl
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH

STANDAR PELAYANAN
1. Aktivasi BPJS Penerima Bantuan luran (PEI) APBD
A. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

N0 | KOMPONEN URAIAN
I. Warga Tanah Laut yang dibuktikan dengan Fe KTP
dan Fe KK
2. SKTM dari Desa )
Persyaratan 3. Surat Keterangan Sakit dari Rs atau Puskesmas apabila
I | pelayanan pemohon adalah dari Peserta Mandid yang
Menunggak

4. Fc buku pink (bagi warga yang mau melahirkan)
5. Womor Hp Aktif dan Email

I. Pemohon datang dengan membawa semua persyaratan

yang ditentukan
Sistem 2. Front Office mengmﬁek Ic‘elm.gnkapan berkas
2. | mekanmasdag: | l:ij;':ti“[]ula ke Aplikasi E-DABU gleh Pemegang
prsodi 4. Aprove oleh Super Admin
5. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Sudah
Sclesal/Akiif
Jangka i 3 =
3. peiiyelssiag 1 Hari Kerja
4. | Biaya/taril Ciratis tanpa dipungut biaya
5. | Produk Aktivasi BPIS PBI APBD
6. |Pengelola Kotak Saran dan WA. 0822-5225-4
| Besiiadhvan -5225-4224
B. Yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelavanan (Manufacturing) yait -
NO [ KOMPOMNEN URAIAN

* Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahterasn Sosial
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun
2012 tentang Peuy?lﬁng.arm Kesejahteraan Sogial.
* Feraturan Menteri Sosial Republik nomor g tabun 2019
!;El;t.mg S:indar Teknis Pelayanan Dasar peda Standar
ayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah insi i
Daerah Kabupaten/Kota e el
*  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomar
21 tsh
L. | Dinsae ki 2019 lentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahag D-a.l:
Pencrima Bantuan Jyrag Jaminan Kesehatan
* Peratuman Menteri Dalam Negeri

i Nomor 59 tahun 20
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minima) 2

_ :hunzmzttntaug Kesejahteraan Sosial

* Perjanjian Kerjasama Nomor : 432!'ETRWI[I-B-IH[PII2, dan
323305/BPIS tentang Oplimalisasi Pro aminan
Kesehatan Masig s £

: isiona] Kepesertaan p o
Nasional bagi Pendudyj PEPU dmr%ﬂ[:lm aminan Keschatan

Pemcrentah Daerah K ahy ten Tanah L}E




[ ]

Sarana, prasarand/
fasilitas

DRSS

Ruang funggu

[Buku register

Banner

Antrian

Komputer, Printer dan Jaringan
Kipas Angin

TV, Kursi Tunggu

Smoking Arcn

Pojok bermain

10, Pojok Baca
| 1. Jaringan Wifi
1 2. Toilet

13. Ruang Lakiasi
14, Kursi Roda
15. Jalur RAM

Kompetensi
pelaksuna

1.
2.

3.
4.

el e

SLTA, D-3,5-1

Berpenampilan menasik { senyum, salam, sapa, sopan dan
santun)

Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Pelayanan
Mampu berkomunikesi dengan baik secara lisan maupun
secara tertulis;

Memiliki kemampuan kerjasams Tim

Mampu mengoperasionalkan computer

Memahami penggunaan Aplikasi E-DABU

Pengawasan
Internal

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan
langsung hingga Kepala Dinas

Jumlah pelaksana

3 (tiga) orang

Jaminan pelayanan

- Sepanjang

segala persyaratan teknis  dan administrarif
terpenuhi, pelayanan dapal diberikan sesuai standar kualitas

pelayanan prima
Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan yang

tidak memuaskan,

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelavanan

Produk layanan dipastikan menggunakan material yang aman
sesual dengan Standar dari Permendagri Nomor 109 Tahun
2019.

Kesclamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangal
diutamakan bebas dari pungutan liar (pungli) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan

Evaluasi kinegja
pelaksana

Evalunsi dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga)
bulan sckali melalui survey kepuasan masyarakat (SKM).
Evaluasi intermal dilakukan melalui rapat intemal dipimpin
Kepela Dinas minimal setiap | (sata) bulan sekalr,




=

Layanan Bantuan Sosial Dasar bagi Lanjul Usia dan Disabilitas

A. Penyampaion Pelayanan (Service Delivery)

o [

KOMPOMEN

URAIAN

Persyaralan
pelayanan

1. Warga Tanah Laut yang dibuktikan dengan Folocopy
KTP dan Folocopy Kartu Keluarga

2, Lanjut Usia
- Lisia 60 Tahun
- Kartu Keluarga Tunggal

3. Disabilitas .
- Memiliki kedisabilitasan Fisik maupun hAental

Sistem,
mekanisme dan

prosedur

1. Dinas Sozial meminta data di Desa/Kelurahan yYang
helum menerima Bantuan Scsial berupa Beras dan
Uan

Mmgerimu Mamaz calon penerima Bansos Beras dan
Llan

Mt:n%mimnhkan graf untuk mengetik usulan penetapan
penerima Bansos Beras dan Uang

Melaksanakan Verifikasi data

Penandatanganan Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi
Pembuatan Rekomendasl Penerima Bantuan Sosial
Beras dan Lang

Paral” Rekomendasi Penerima Bantuan Sosinl Beras

dan Uang

B. Penandatanganan Rekomendasi Penerima  Bantuan
Sosial Beras dan Unsng

9. Penyampaian Rekomendasi ke BAPPEDA Tanah Laut
untuk diamasukan ke RKPD

10, Pembahnsan AngEaran

11. Hasil Pembahasan masuk dalam DPA Dinas Sosial

12. Memerintahkan Pembuatan Draf Penetapan Calon
Penerima oleh BUPATI

13. Pemarapan Surat Penetapan Calon Penerima Bantuan
Sosial

14, Penerimaan SK Penetapan

15. Perintan Pencairan

16. Memberitahe Desa/Kelurahan agar KPM Membuka
Rekening Bank bagi penerima Bantuan Sosial Uang

17. Penyelesaian Kontrak dengan BULOG

18, Membuat Surat Permintaan Penyaluran Bantuan Sosial
Beras ke Bulog

19, Penvaluran Bamiuan

ik W N

i

Jangkn

penyelesaian

190 Har

Biaya/tarif

Gratis tanpa dipungut biaya

Produk

Penvaluran Bantuan Sosial

Pengelola

KEotak Saran dan WA, DEZ2-5225-4224

Fengaduan |

B. Yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan {Manufacturing) yains :

L8] KOMPOMNEM URALAM
e Undang - Undang Nomor 11 Tsehun 2009 tentang
Kesejahterean Sosial;
s Permensos RINo 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
S0P di Lingkungan Kemensos RI3
s PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pelengparaan Kesejahteraan
1. | Dasar Hukum Sosial;

s Permendagri RI No 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima

atas peraturan Menteri Dalam Megeri Mo, 32 Tahun 2011
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosal yang
bersumber dan APBID;




Perda Momor & Tahun 2022 tentang Kesejahieraan Sosial
Perbub Momor 28 Talion 2021 tentang Tata Cara Penangparan,
Pelaksnnnan dan Penotousahaan, Perlanggunpiawaban dan
Pelaporan serls Moniloring dan Evaluasi Hitah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Duerah (APBD) Kabupalen Tanoh Laut;

1. Alat Tulis Kantor
2. RKompulcr
Sarana, prasarunt) 3 iy
Thesiins 4, Kendaraan Dinas
5. Materai
5 1. Memahami regulasi tentang abntuan sosial
o i 2  Memahami indikator tentang verifikasi dan validasi data
peln 3. Minimal pendidikakn SMA sederajat
Pengawasan Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan
Internal langsung hingga Kepala Dinas
Jumlah pelaksana 5 (lima) orang
1. Sepanjang segala persyaratan icknis dan administratif
tﬂpmuhi.peh}:umndapatdibnilimmﬂmﬂmkuﬂm
Jaminen pelayanan pelayanan prima
2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan yang
tidak memuaskan.
1. Produk layanan dipastikan menggunakan material :.Egﬂnhm
; : ]
TR — ;T]:Il:ai dengan Standar dari Fermendagn Nomor umn
da;‘ keselamat 2. Kesclametan dan kenyamanan dalam pelayanan  sangal
PRSGARES diutamakan bebas dari pungutan liar (pungli) uniuk scmua
penerbitan dokumen kependudukan
A. Bvaluasi dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (liga) bulan
Evalugsi kinerja sekali melalui survey kepuasan masyarakat (SKM).
pelaksana B. Evaluasi internzl dilakukan melalui rapat iniemal dipimpin

Kepala Dinas minimal setiap | (satu) bulan sekali.




3. Luynnan DBuantuan Sosial bagi Korban Terdampok DBencana Alam dan Sosial

A, Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

MO

KOMIPONEN

LIRAIAN

Persyarminn
pelnyanon

1. Laporan Bencana sccard Lisan/Tertulis

Sislem,
mekanisme dan
pmcs::dur

l. Loporan/Informasi 1
Mﬂ&yumkﬂﬂﬂﬁﬂﬂniurﬂmm'ﬂl*ﬂmmmm .
Mengetahui SendiriMencrima Nama calon penerima
Bensos Beras dan Uang

Melaporkan Kejadian Bencana dan Permohonan
Persetujuan Penanganan

Perintah Identifikasi
Identifikasi Bencana (Jika tidak ada penclapan

tanggap) 7

Pengambilan langkah kebijakan saat lanpa penetapan

tangEap >

6. ldentifikasi Bencana (Jika ada penectapan tanggap)
Kepala Dinas memerintahkan untuk meminta CBP ke
BULOG

7. Perintah Pengambilan Beras CBP

8. Pengambilan Beras CBP

9, Penyaluran logistik baik lerencana maupun BTT dan
atau

10. Dapur Umum dan atau

11, Shelter dan atau

12, Ditampung di Rumah Singgah dan atau

13. Reunifikasi

o ol

e

Jangka
penyelesaian

2 Han 2 Jam

Biayafarif

Giratls tanpa dipungut biaya

Froduk

Pemberian  Pemenuhan Kebutuhan Dasar  Korban
Terdampak Bencana

Fengelola

Pengaduan

Kotak Saran dan WA, 0822-5225-4224

. Yang terkait dengan

proses dalam pengelelaan pelayanan (Manufacturing) yaitu :

NO

KOMPONEN

URAIAN

Diasar Hukem

1. Undang - Undang WNomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

2. Permensos RI Mo 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi
E.orban Bencana;

3. PPNomor 39 Tshun 2012 wentang Pelenggaraan Kesejahieraan
Sosial;

4. Permendagri RI No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

5. Permendagri RI No 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima
atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD;

6. Perds Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kescjahteraan Sosial

7. Perbub Nomaor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahasn, Pertanggungjawaban dan
Pelaporzn serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerzh (APBD) Kabupaten Tanah Laut;




8. Perbub Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tain Cara Penanggaran,
Peloksannan dan Penatsusahaan, Perlanggungjawnban dan
Pelaporan serta Monitoring  Belanja Tidak Terduga yang
Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tanah Laui;
1. Renja
2. REA
3. DPA SKPD
4. Komputer dan Printer
parand, PRSMANS |5, Mobil RTU
6, Tangki Air
7. Tenda Pleton
8. Tenda Keluarga
9. Tenda Pengungsi
1. Memahami tentang kebencanaan
2. Memahami tentang pra, saat tegjadi dan pasea bencana
3. Memahami tentang penyaluran logistik kepada korban
Kompetensi bencana
pelaksana 4. Memuhami tentang manajemen pengungsi
5. Memahami tentang tata kelola logistik
6. Memahami tentang Layanan Dukungan Psikesosial
7. Minimal pendidikakn SMA sederajat
Penpawasan Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan
Internal langsung hingga Kepala Dinas
Jumlah pelaksana 10 {sepuluh) orang
1. Sepanjang segala persyaratan leknis dan administratif
terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesuai standar kualitas
Jaminzn pelayanzn polayanan prima
2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan yang
tidak memuaskan.
1. Produk layanan dipastikan menggunakan matenial yang aman
Finloaik g;s;;l dengen Standar dari Permendagri Nomor 109 Tahun
dan kesslamatan :
i 2. Keselomatan dan  kenmyamanan dalam  pelayanan  samgal
poywan diutamakan bebas dari pungutan liar (pungli) uniuk semua
penerbitan dokumen keperdudukan
A. Ewvaluasi dilakukan secarn berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Evaluasi kinerja sekali melalui survey kepuasan mosyarakat (SKM).
pelaksana B. Evaluasi internal dilakoksn melalui ropat intermal dipimpin

Kepala Dinas minimal sctinp 1 (satu) bulan sckali.




4. Loyonan Anok terlantar

A. Penyampaian Pelayanan (Serviee Delivery)

NO

KOMPONEN

URAIAMN

Persyaratan
pelayanan

AnLELEE—

Laporan

Usia 6 Tahun smpai dengan |8 tahun

Berasal dari keluarga fakir miskin

Anak yvang dilalaikan oleh orang fuanya

Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasamya
Anak yvang kehilangan hak asuhnya

Anak yang mengalami perlakuan salah dan
ditelantarkan oleh orang twa/keluarga

Sistem,
mekanizme dan

prosedur

o tn

Laporan / lnformasi Masyarakat / Desa / K:Iuralmn

mengenai adanya anak 1?']&41131: baik yang diantar

langsung mau hanya informasi

Jika penianmrpﬂ':'ln langsung (Registrasi, Assesment dan

Intervensi) _

Perintah Penjangkauan (Jika Klien masih terlantar dan

belum diantar ke Dinas Sosial)

ldentifiknsi Bencana (Jika tidak ada penetapan

tanggap) _ ) _

Penjangkauan untuk ditempsatkan di rumah singgah

Intervensi program : ‘

A. Rujukan ke Program Panti

B. Reunifikasi

C. Diusulkan ke anggaran bantuan sosial

D. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Sandang dan
Papan)Perintah Pengambilan Beras CBP

Jangka

penyelesaian

& Hari B Jam

Biayaltarif

Gratis tanpa dipungut biaya

Produk

Referal/Rujukan

AN bl

Pangelola
Pengaduan

Kotak Saran dan WA, 0822-5225-4234

B. Yang terkait dengan proses dalam pengelolsan pelayanan (Manufacturing) yaitu :

NO

KOMPONEN

URAIAMN

Dasar Hukum

P

-

UL Nomaor 4 Tahun 1979 tentang Kesgjahteraan Anak

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kescjahteraan Sosial.

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Permendagri BRI No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal,

Peraturan  Pemerintah Momor 30 Tahun 2012 tentang
Penvelenggaran Kesejahteraan Sosial.

Perda Momor 6 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Sosial

Sarana, prasarana
fasilitas

Alat Tulis Kantor
Komputer
Printer
Kendaraan Dinas
Materai

pelaksana

il oth oo o Bt BN S L H S

Memahami tentang regulasi anak

Memahami tentang penanganan anak

Memiliki kemampuan dalam konseling
Memahami tentang pendampingan terhadap anak
Minimal pendidikakn SMA sederajat

Pengawasan
Intermal

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan langsung
hingga Kepala Dinas

Jumlah pelaksana

5 (lima) orang




Jaminan pelayanan

. Sepanjong scgala persyaraion fcknis  dan administratil

lerpenithi, pelayanan dapat diberikan sesuai standar kualitas
pelayanan primna

. Pemohon dapat meminta perhaikan atas produk layanan yang

tidnk memunskan,

Jaminan keamsnan
dlan keselamatan

pelayanan

_ Produk Inyanan dipasiikan menggunakan malerial yang aman

sesuai dengan Stondar dari Permendagri Nomor |9 Tahun

2019.

Keselamatan dan  kenyamanan dalam pelayanan sangat
diutnmakan bebas dari pungutan lier (pungh) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan

Evaluasi kinegja
pelaksana

Evaluasi dilakukan secarn berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
sekali melalui survey kepuasan masyarakat (SKM).

. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat intemal dipimpin

Kepala Dinas minimal setiap 1 {satu) bulan sekali.




5.

Layanan Orang terlaniar

AL Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

O KOMPOMEN URAIAN
1. Folocopy KTFKnrtu Kelunrgn
- FF":::::;T‘ 2. Tidak dapat kembali ke docrah nsalnya
3. Tidak ingnt nsal dacrahnyn
l. Pemohon mengajukan rekomendasi permohonan izin
pengangkatan anak ke Dinas Sosinl Kabupaten Tanah
Laut
2. Jikn pengantaran langsung (Registrasi, Assesment dan
Intervensi)
Sistem, 3. Perintah Penjangkauan (Jika Klien masih terlantar dan
3 | mekanisine dan belum diantar ke Dinas Sosial) )
prosedur 4. Penjangkauan untuk ditempakan di rumah singgah
A, Intervensi program :
B. Rujukan ke Program Panti
C. Reunifikasi
D Divsulkan ke anggaran bantuan sosial
E. Pemenuhan Kebutuvhan Dasar (Sandang dan
Pangan)
3, {;“n;“:l‘m an | 4 Hari8Jem
4. | Binyaitarif Giratis tanpa dipungut biaya
5. | Produk Referal/Rujukan
il i Keotak Saran dan WA. 0822-5225-4224

B. Yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan (Manufactoring) yaits <

NO

KOMPONEMN

URALAN

L
2,
3,
4,
5

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Keszjahteraan Anak

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahieraan Sosial.

UU Nomaor 35 Tabun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Permendagri R Mo, 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaran Kesejahteraan Sosfal.

Perda Momor 6 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Sosial

Sarana, prasarana’
fasilitas

Alat Tulis Kantor
Komputer
Printer
Feendaraan Dinas
Materal

Kompetenst
pelakeana

oshnel LU SR R

S

Berijazah minimal SMA atau yang sederajat

Memiliki pengetahuan dan pemahamanan atas Pormensos Rl
Mo, 1IVHUR/2Z009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
Famah dan berpenampilan menarik

Mempunysi kemampuan mengoperasikan komputer

Pengawasan
Intemal

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasen langsung
hingga Kepala Dinas

Jumlah pelaksana

5 (lima) orang

Jaminan pelayanan

. Scpanjang scgala persyaratan teknis dan - administratif

terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesuai standar kualitas
pelayanan prima

Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan yang
tidak memuaskan.

Jauminan keamanan

dan keselamatan
pelayanan

Produk lavanan dipastikan menggunakan material yang amen
sesuni dengan Standar dan Permendagni Nomor 109 Tahun
2019,




1. Resclamatan dan  kenyamanan dlll}lﬁ_[ll;_}m sangal
diutamakan bebas dari pungutan liar {pungh) unfuk ST
penerbitan dokumen kependuduban

Evaluasi kinerja
pelaksana

A, Evaluasi dilakikan secara berkala minimal sctiap J {tiga) bulan
sehali melalui survey kepussan masyarakat (SKM).

B. Evaluasi imtermal dilakubkan melalul rapal inm-rml dipimpin
Kepals [linas minimal setiap | (sa1u) bulan schali

6. Lavanan Bantuan Penpgangkatan Annk (Adopsi)
A. Penyampaian Peloyanan (Service Delivery)

NO | KOMPONEN URAIAN
Persvaratan
1. | pelayanan 1. Lapomn
1. Pemohon mengajukan rekomendasi permohonan irin
pengangkatan anak ke Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Laut o
2. Pj. Rehabilitasi Sosial melakukan peninjauan dan
pemeriksaan lapangan uniuk wawancam dengan
Pemohon ( Calon OrangTua Al!ghl ) ]
3. Berkas Permochonan apabila tidak _mﬂn:m:hl Syarat
maka disampaikan surat pemberitahuan. Apabila
Sistem, memenuhi syarat , Pj. Rehabilitasi Sosial
7 | mekanisme dan | 4. Menyusun konsep permohonan izin pengangkatan
prosedur anak S :
5. Konscp surat rekomendasi disampaikan kepada
Kepala Bidang untuk ditelaah dan diparaf 2
6. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi
permohonan izin pengangkatan anak.
7. Rekomendasi diserahkan ke Pj. Rehabilitasi Sosial
8. Pekegma sosinl mengajukan  surat n:_l:nm:nd{.ai
permohonan izin pengangkatan anak ke Dinas Sosial
Provinsi
Jangka > :
3. penvelesaian 17 H_m 3 Ju'n_Jﬂ_M:mt_
4. | Biayva/tarif Gratis tanpa dipungut biava
5. | Produk Surat Rekomendasi Penggangkatan Anak (ADOPSI)
"X st Kotak Saran dan WA. 082252254324
Peneanduan

B. Yang teskait dengan proses dalam penpelolasn pelayansn (Manufactoring) yait -

N0

KOMPONEN

URAIAN

Dhzar Huokum

UL No. 23 Tahun 2002 tentang Periindungan Ak

Ul Ne. 11 Tahun 2009 tenlang Kescjahicraan Sosial

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Permensos RI No. 110WHUKZ00% tentang  Persyaraan

Pengangkamn Anak

Permendagri Wo. 532 Tahun 2011 ientang SOP dilingkungan

Pemprop dan RawFota

. Poermenpan BB Wo, 35 Tahum 2012 temtang Pedoman
Penyuwsunan SOF Administrasi

7. Pemerintahan Permenpan RE No. 15 Tahun 2004 tentang
Podoman Standar Pelavanan

8. Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kesejahieraan Sosial

Bl =

:,Jq




6. Layanan Bantuan Pengangkatan Anak (Adopsi)
A. Penyampuian Pelayanan (Service Delivery)

MO KOMPMOINEN LIRALAMN
1. Persyaratan I. Laparan
pelayanan
1. Pemohon mengajukan rekomendasi permohonan izin
pengangkatan anak ke Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Laut
2. Pj. Rehabilitasi Sosinl melakukan peninjauan dan
pemeriksaan lapangan untuk wawancara dengan
Pemohon { Calon OrangTua Angkat )
3. Berkas Permohonan apabila tidak memenuhi syarat
maka disampaikan sural pemberitahuan. Apabila
Sistem, memenuhi syarat , Pj. Rehabilitasi Sosial
2. | mekanisme dan |4, Menyusun konsep permohonan izin pengangkatan
prosedur anak
5. Konsep sural reckomendasi disampaikan kepada
Kepala Bidang untuk ditelazh dan diparal
6. Kepala Dinas menandatangani  rckomendasi
permohonan izin pengangkatan anak.
7. Rekomendasi diserahkan ke Pj. Rehabilitasi Sosial
8. Pckerja  sosial mengajukan  surat  rekomendasi
permohonan izin pengangkatan anak ke Dinas Sosial
Provinsi
Janpks ; e
3. ” 17 Hari 3 Jam 30 Menit
penvelesaian
4, | Biava'tarif Gratiz tanpa dipungut biava
5. | Produk Surat Rekomendasi Penggangkatan Anak (ADOPSI)
g; | Ecraciola Kotak Saran dan WA. 0822-5225-4224
Pengaduan

B. Yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan (Manufacturing) yaits :

ND | KOMPOMNEN URALAN
1. Ul Ne. 23 Tshun 2002 tentang Perlindungan Anak
2, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sesial
3. Ul Mo, 25 Tahun 2002 fentang Pelayanen Publik
4., Permensos Rl MNeo. 110VHUE/2009 tentang Persyaraton
Pengangkatan Anak
5. Permendagri Mo. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan
L. | Desar Hulam Pemprop dan Ksb/Kota
. Permenpan RH No. 35 Tahon 2012 testang Pedoman
Penyvusunan SOP Administmas
7. Pcmerintzhan Permenpan RB No. 15 Tahun 2004 tentang
Pedoman Standar Pelayanan
e 8. Perda Nomor 6 Tabun 2022 tentang Kesejahteraan Sosial
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer
2 | S PSRN |4 Kendaraan Dinas
5. Materai
6. Kursi Roda
7. Fasilitas Penampungan
A. Memahami tentang regulasi Lansia dan Disabilitas Terlantar
5 | Kompetensi B. w: tentang penanpanan Lancia dan Disabilitas
PeikRI C. Mampu melakukan verifikasi dan validasi data
0. Minimal pendidikakn SMA sederajat
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7. Layanan Layanan
A, Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

pelayanan

NO | KOMPONEN URAIAN
1. Surat Permintnan Pendampingan :
2. Usin onak telah berumur 12 tahun dan belum mencapal
1B tshun
l. Pernyarmian 3. Annk yang disanpgka,didakwa atau dijatuhi pidana
pelaysnan 4. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang
melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu
tindak pidann
1. Permohonan dari  Kepolisian untuk melakukan
pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan
Hulum (ABH)
S dtem 2. Perintah Pendampingan
2 et [ Pendampingan Assesment secara mendalam Anak
¥ s e Berhadopan  dengan  Hukum  (ABH)  melalui
| Pendamping Sosial
4. Menyusun konsep permohonan izin penganghatan
anak
5._Klien menerima pendampingan
Jangka 7
: ¥ wﬁdmiﬂ‘ 30 Hari 1 Jam
4. | Biaya'tarif Gratis tanpa dipungut biaya
5. | Produk Pendampingan Klien ABH
5 Rt Kotak Saran dan WA. 0822-5225-4224
B. Yang terkait dengin proses dalam pengelolaan pelayanan {Manufacturing) yait :
NO | KOMPOMEN URALAN
. UU Nomor 23 Tahun 2002 dengan Perubahan UL Nemor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
|| T ——— 2. UU No. 11 Tahun 2012 temiang Sistem Peradilan Pidana Anak
" 3. Peraturan Menteri PAN dan RE Nomor 35 Tabun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasional
| 4. Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kescjahlcraan Sosial
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
2 Sarana, prasarana’  |3. Printer
fasilitas 4. Kendaraan Dinas
5. Materai
6. Format isian rekomendasi pendampingan ABH .
A. Memahami tentang regulasi Langia dan Disabilitas Terlantar
; Kompeteusi B. J'F;'I;Ehﬁum tentang penanganan Lansia dan Disabilitas
PEMEm C. Mampu melakukan verifikasi dan validasi data
D. Minimal pendidikakn SMA sederajat
4 | Fengawasan Sﬁm langsung Elihu.ksumhn berjenjung; aleh atagzan langsung
Internal hingga Kepala Dinas
5 | Jumlah pelaksana 5 (lima) orang
1. Sepanjang sepala persyaratan teknis dan administratif
terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesuai standar kualitas
G | Jaminan pelayanan pelayanan prima
2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk Tayanan yang
tidak meruaskan.
A. Produk layanan dipastikan menggunakan material yang aman
Tkt et scsuai dengan Standar dari Permendagri Momor 109 Tahun
7 | dan keselamatan s
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8. Layanan Mundur DIMS

C. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

WO

KOMPONEN

URAIAN

Persyoroian
peloyonon

Kelenghkopan Rerkas

Sistem,
mekonisme dan
prosedur

=BT o

Mengajukan Permohonan (dengan melengkapi syarat)
Diterima Front Office )

Data  Lengkap  input/Dats  Tidak  Len pkap
dikembalikan}) )
E"mnl. OfTice Melakukan input data draf rekomendasi
Pemarafan dan penandatanganan

Penyerahan Rekomendas:

Jangka
penyelesaian

45

Memit

Biaya/tarif

Produk

Gratis

dipungut biaya

Surat Rekomendasi

o |a|e| W

Pengelola
Pengaduan

Kotak Saran dan WA, 0822-5225-4224

D. Yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayaran (Manufacturing) yaitu -

MO

KOMPONEM

URALAN

Dasar Hokum

ta

Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesgjahteraan Sosial
Pesaturan Pemerintsh Republik Indonesia nomor 39 Tahun
2012 tentang Penyelenpgaraan Kesejahteraan Sosial.
Peratiran Menteri Sosial Republik nomor § tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada ‘St?:'ﬁar Pelayanan
Minimal Bidang Sesial di Daerah Provinsi dan di Diaerah
Kabupatcn/Kota

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data
Peaerima Bantuan Juran Jaminan Keschatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momeor 59 tabun 2021 tentang
Pencrapan Standar Pelayanan Minimal

Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Sosial

Sarana, prasarana/

fasilitas

A ol O LAY 0 k- S

W3

1.
11.
12.
13,
14.
15.

Ruang mnggu
Buku regisier
Banner

Antrian
Komputer, Printer dan Jaringan
Eipas Angin

TV, Kursi Tunggu
Smoking Arca
Pojok bermain
Pojok Baca
Jaringan Wifi
Toilbet

Ruang Laktasi
Kursi Roda

Jalur RAM

Kompetensi

1.
2.

3.
4

ol

SLTA,D-3, 5-1;

Berpenampilan menarik { senyum, salam, sapa, sopan dan
santun)

Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Pelayanan

. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun

secara tertulis;
Memiliki kemampuan kerjasama Tim
Mampu mengopemsionalkan komputer




Pengawasan
Interminl

Secam langsung dilaksanakan berjenjang olch ntasan langsung
hingga Kepaln Dinas

Jumiah pelaksana

3 (tign) oreng

Jaminan pelayonnn

Sepanjang  sepals  persysratan leknis  dan administratif
terpenulii, peloyanan dapat diberiknn sesuai standar kualitas

pelaynnan primn
Pemohion dopal meminta perbaikan alas produk lnyanan yang
tidak memunskan.

Produk layrnan dipastiken menggunakan material yang aman
sesuai dengan Standar dari Permendagri Nomor 109 Tahun

2019,
Kesclamatan  dan  kenyamanan dalam  pelayanan  sanpa

diutamakan bebas deri pungutan liar {pungli) uniuk semua
nerhitan dokumen kependudukan

Jaminan keamanan

dan keselamatan B

pelayanan '
A

Evaluasi kincrja

pelaksann B.

Evaluasi dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan

sekali melalui survey kepuasan masyarakat {SKM).
Evaluas internal dilskukan melalui rapat intemal dipimpin
Kepala Dinas minimal setiap 1 (satu) bulan sekali.




STANDAR PELAYANAN

9. TANDA DAFTARDAN / ATAU LIN OPERASIONAL LES

A, Penyampalan Pelayanan (Service Delivery)

e —

[ NO |

KOMPORNEN LIRAIAM
il
1. Swurat peemohonan utuk mendapatkan tanda daftar danijin |
operasional dari LES [
! 2. FC Akta Motaris [Bukti Berbadan Hukum) pendirian LES
3. FCAngparan Dasar danAnggaran Rumah Tangga LKS
N e 4. FC KTP/ identitas Ketua, Sekretaris dan Bendahara LKS
priayannn 5. FCRekening Bank dan NPWP atas nama LKS
6.  Profil LKS yang berisi Progam Kerja dan Layanan LES, Data
klasilikasi dan Jumnlah warga binaan LKS, Staf Pelaksana LES
dil
1. Pemohon dateng dengan membawa semua persyaratan
yang ditentukan
2. Front Office {FO) mengecek kelengkapan berkas, apabila
tidzk lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi
terlebih dahulu
3. FO menyerahkzn berkas ke bidang teknis
4. Staf bidang teknis memeriksa kelengkapan parsyaratan,
membuat draft surat Tanda Daftar / ljin Operasional LKS,
dan memberikan penomaran
5. Penelaahan berkas, pemarafan surat Tanda Daftar / ljin
Sistern, mekanisme Operasional LKS oleh Subkor/P) teknis dan Kepala Bidang
£ | aon prosedur PSPEM
6. Surat Tanda Daftar / Ijin Operasional LKS ditandatangani
oleh Kepala Dinas [/ Sekretaris Dinas Sosial Ksbupaten
Tanah Laut
7. Staf bidang teknis mengarsipkan kelengkapan berkas Tanda
Daftar f ljin Operasicnal LKS dan menyerahkan Tanda
Daftar f ljin Operzsional LKS ke FO
8. FO menyershkan Surat berkas Tanda Daftar / ljin
Operasional LKS kepada Pemohon
8. Pemohon menerima Surat Tanda Daftar f [jin Operasional
LKS, selesai
langka
- penyelesalan Uhse e
4. Biaya/tarif Tidak dipungut blaya / gratis
5 Produk Surat Tanda Daftar / ljin Operasional LKS
Pensg[qla 1. Kotak Saran
B | pengaduan 2. WA 0822-5225-4224
3. Medsos (FB / Instagram)

B, Yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan (Manufacturing) vaitu

NO | KOMPONEN

LIRALAN

1: Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (LN Rl tahun 2009 No.12, TUN Rl Mo, 4967)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3. Peraturan Mentert 5osial Republik indonesia, Romor 184,
Tahum 2011, Tentang. Lembaga Kesejahteraan Soslal.




ond]

Peraturan Menterl Sostal -H_i.'.:ﬁ;:l:llllt Indonesia, Homor 22,
Tahun 201G, Tentang Slandar Masional Lembaga
Kesejahtoraan Sosial,

Perda Nomor G Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Kesclahteraan Soslal

1. Ruang tunggu
2. Buku reglster
3. Antrlan
4, Komputer, Printer dan Jaringan
5, Kipas Angin
6. TV, Kursi Tunggu
7. Mushola/f Ruang Ibadah
Sarana, prasarana/ B, Smoking Area
taciiicas 9. Pajok bermain
10. Pojok Baca
11. Jaringan Wifi
12. Tailet
13. Ruang Laktasi
14. Kursi Roda
15 lalur RAM
1. S5LTA, D-3,5-1;
2. Berpenampilan menarik { senyum, salam, sapa, sopan dan
santun)
Kompetensi 3, Memiliki pengatahuan tentang Pe [-.nturan PEIIa'.'nnan
pelaksana 4, Mampu berkomunikasl dengan baik secara lisan maupun
secara tertulis;
5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim
f, Mampu mengeperasionalkan computer
Fengawasan Socara langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan langsung
Imbernal hingga Kepala Dinas
Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang |

Jaminan pelayanan

1.

Sepanjang segals persyaratan teknis dan adminisuratif
terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesuai standar
kuazlitas pelayanan prima

Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan
vang tidak memuaskan,

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

Produk layanan dipastikan menggunakan material yang
aman sesual dengan Standar dari Permendagri Nomer 109
Tahun 2019.

Keselamatan dan kenyvamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dar pungutan liar [pungli) untuk semua
penerbitan dokumen

Evaluasi kinerja
peiaksana

Evaluast dilzkukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga)
butan sekali melalul survey kepuasan masyarakat (SKM).
Evaluasi internal dilakukan melalul rapat Internal dipimpin
¥epala Dinas minimal setiap 1 (satu) bulan sekall,

-




STANDAR PELAYANAN

10, TANDADAFTAR KARANG TARUNA
A, Penyampalan Pelayanan (Service Delivery)

L

NG

= e —

KOMPONEN

LIRAIAN

Persyaratan 1. Surat permohonan dard Kepala Desa
L. beldyanie 2, FC. Anggaran Dasar [ Anggaran Rumah Tangga KT
3, FCSurat Keputusan KT yang masih berlaku
1. Pemohon datang dengan membawa semua persyaratan
yang ditentukan
2. Front Difice [FO) mengecek kelengkapan berkas, apabila
tidak [engkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi terlebih
dahulu
3. FO menyerahkan berkas ke bidang teknis
4, 5taf bidang teknis memeriksa kelengkapan persyaratan,
miermbuat draft surat Tanda Daftar KT dan mamberikan
3 Sistermn, mekanicme penarmeran
dan prosedur 5. Penelaahan berkas, pemarafan surat oleh Subkor/Pl teknis
dan Kepala Bidang PSPFM
B. Surat Tanda Daftar KT ditandatangani oleh Kepala Dinas /
Sekretarls Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut i
7. Staf bidang teknis mengarsipkan kelengkapan berkas Tanda
Daftar KT dan menyerahkan surat Tanda Daftar KT ke FO
8. FO menyerahkan Surat Tanda Daftar KT kepada Pemohon
9. Pemohon menerima Surat Tanda Daftar KT, selesai
3; |H0es 1 Hari Kerja '
penyelesaian |
4, | Biayaftarif Tidak dipungut biaya / pratis |
5. Praduk Surat Tanda Daftar Karang Taruna
1. KotkSaran
Pengelola 2. WA, D322-5225-4224
B Pengaduan 3. Medsos {FB/ Instagram)

B. Yang terkait dengan proses dalam pengelolzan pelayanan (Manufacturing) yaitu :

MO

KON PONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1.

-

Undang-Undang Ma. 11 tahun 2009 tertang Kesejahteraan
Sosial (LM Rl tabuwn 2009 No 12, TLN Rl Mo, 4967)
Feraturan Pemerntab Republik Indonesia romar 39 Tahun
2012 tentang Fenyelenggaraan Kesejahterazn Sosial,
Peraturan Menteri Sosial Narmor 25 Tahun 2019 tentang
Earang Taruna

Ferda Momor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
¥ese[ahteraan Sosial

Sarana, prasarana/
fasilitas

I

Ruarg tungiu

Buku register

Antrian

Komputer, Printer dan Jaringan
Eipas Angin

™, Kursi Tunggu

Mushala / Buang Ihadzh
Smoking Area




9, Pojok bermain
10, Pojok Baca

11, Jarlngan Wifl
12, Tallet

13, Ruang Laktasl
14. Kursl Rada

15, Jolur RAM

1. SLTA, D-3,5-1;
2. Berpenampllan menarik [ senyum, salam, s2pa, sopan dan

santun)

3. Memillkl pengetahuan tentang Peraturan Pelayanan
Yerptie 4. Mampu berkomunikasl dengan balk secara lisan maupun
pelaksana

secara tertulis;

£ Memiliki kemampuan kerfasama Tim

6. Mampu mengoperasionalkan komputer
Pengawasan Secara langsung dilaksanakan berj enjang aleh atasen langsung
Internal hingpa Kepala Dinas -
Jumlah pelaksana 3 [tiga) arang

Jaminan pelayanan

1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratf
terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesuai standar

kualitas pelayanan prima
7. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan

yang tidak memuaskan.

Immilnan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Produk layanan dipastikan menggunakan material yang
aman sesuai dengan Standar dari Permendagri Nomor 108
Tahum 2019,

7. Kesclamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar [pungli} untuk semua
penerbitan dokomen

Evaluasi kinerja
pelaksana

1. Ewvaluasi dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga)
bulan sekali melalui survey kepuasan masyarakat (SKM).

7. Fvaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin
¥epala Dinas minimal setiap 1 {satu) bulan sekali.




STANDAR PELAYANAN

11, REKOMENDASI PUNGUTAN UANG / BARANG (PUD)
A, Penyampalan Pelayanan (Service Delivery)

MO KEOMPONEN

URAIAN

1. Surat permohonan dari l:l!‘i:l.lil Orpanlasasi
2. FCAkte Motarks Pendirian Organisasi {Buktl Berbadan

Sistem, mekanisme

P ta
O B e Hukum]
pelayanan
3, Proposal PUB berisi maksud dan tujuan PUB, target PUB,
lokasl PUB, petugas PLIB, lama PLIB &l |
1. Pemohon datang dengan membawa semua persyaratan '
yang ditentukan I

2. Front Office [FO) mengecek kelengkapan berkas, apabila
tidak lengkap berkas dikembalikan untuk difengkapi
terlebih dahulu

3. FO menyarahkan berkas ke bidang teknis

4, Staf bidang teknis memeriksa kelengkapan parsyaratan,
membuat draft surat Rekomendisi PUB dan memberikan |
PENOMOran

dan prosedur 5. Penslashan Proposal, Pemarafan surat oleh Subkor/Fl
teknis dan Kepala Bidang PSPFM
6. Surat Rekomendasi PUB ditandatangani oleh Kepala Dinas / |
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
7. Stafbidang teknis mengarsipkan kelengkapan berkas Surat
Rekomendasi PUR dan menyerahkan surat Rekomendasi I
PUB ke FO
8. FO menyerahkan Surat Rekemendasi PUB Pemohon
9. Pemohon menerima Surat Rekemendasi PUB, selesai
Jangka :
3. prwalsalan 1 lian Kerja __ B
4. | Biaya/tarif Tidak dipungut biaya / gratis
&, Produk Surat Rekomendasi Pengumpulan Uang Barang / PUB
1. Kotsk5aman :
Pengelala 2. WA, DR2E-5225-42324
b Pengaduan 3. Medsos (FB f Instagram) |

B. Yangterkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan [Manufacturing) yaiti

NO | KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang
Fengumpulan Barang

Z. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Eesejehtaraan Sosial

3. Feraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang
pelzksanazn pengumpulan sumbangan

4. Keputusan Menteri Sosial Rl Momar S6/HUK/ 1956

tentang Pelzksanzan Pangumpulan Sumbangan

Parmensos Permensos Momor B Tahun 2021

Permensos Permiensos Momor 4 Tahun 2021

7. FPerda Kabupaten Tanah Laut Nomaor & Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Kesefahteraan Sosial

Fh

Sarana, prasaranaf
fasilitas

Augng tLUngeu

Buku register

Antrian

Komputer, Printer dan Jaringan
Kipas Angin

ol




e —————— e —

B. Smaking Area
0, Polck bermaln
10. Pojok Baca
11. Jaringan Wifi
12, Toliet

13. Ruang Laktasl
14, Kursl Roda
15, Jalur RABA

1. 5LTA, D-3,5-1;
2. Berpenampilan menarlk ( senyum, salam, sapa, sopan dan
santun)

3. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Pelayanan
dengan balk secara lisan mawpun
Kompetensi 4. Mampu berkomunlkas! deng
taksana secara tertulls;
e 5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim
6. Mampu menpoperasionalkan komputer
7. Mamilikl kemampuan dan akses untuk membuka Aplikasi
DTHES
Pengawasan Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan langsung
Internal hingga Kepala Dinas
Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

Jaminan pelayanan

1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratif
terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesual standar
kualitas pelayanan prima

2. Pemchon dapat meminta perbaikan atas produk layanan
yeng tidak memuaskan,

laminan keamanan
dan kesslamatan

pelayanan

1. Produk layanan dipastikan menggunakan material yang
aman sesual dengan Standar dari Permendagri Nomor 1039
Tahun 2019,

2. Keselamatan dan kenyvamanan dalam pelayvanan sengat
diutamakan bebas darl pungutan liar [pungli] untuk semua

__penerhitan dokumen

Evaluasi kinerja
pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal setiap 3 {tiga)
bulan sekali melalui survey kepuasan masvarakat (SKM].

2. Evaluasi Internal dilakukan melzlui rapat internal dipimpin
Kepala Dinas minimal setiap 1 {zatu) bulan sekall.




STAMDAR FELAYANAN

12. Surat Ketorangan Terdaftar DTES (Data Terpadu Keseahtraan Sosial)
A Panyampalan Pelayanan (Serdce Dellvery)

MO KOMPOMNEN LI AL _ll
Pz B i. FE ETRfidentitas Pemohon 1
1: 2. FC faru Koluarga |I
pelayanan 3, Surat Keterangan darl Desa [ Kelurahan I
SR 1 1. pemahon datang dengan membawa semua persyaratan '|
yang ditentukan |
7. Front Offics (FO) menpecek kelengkapan berkas, apabila |I
tidak lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapl terkebin I
dzhulu |
1. FO menyerahkan berkas ke bidang teknis
4, Staf bidang teknis memeriksa kelengkapan persyaratam,
membuat draft surat Keterangan Terdaftar DTS dan
memberikan penamaoran
Sittarn. rekanisme . Penelashan berkas, Pemarafan surat oleh Subkar/Pl teknis
1, dan prosadur dan Kepala Bidang FSPFM . . \
E. Surst surat Keterangan Terdaftar DTKS ditandatangani aleh
Kepala Dinas / Sekretars Dinas tosial Kabupaten Tanah Laut
7. Staf bidang teknls mengarsipkan kelengkapan berkas Surat
surat Keterangan Terdaftar DTKS dan menyerahkan surat
surat Keterangan Terdaftar DTKS ke FO \‘
8. O menyerahkan Surat surat Keterangan Terdaftar OTES ke
Pemohon
g, Pemchon menerima sural Ketarangan Terdaftar DTRS,
selosai
3 Aaneka 1 Hari Kerja I|
penyelesaian
: Biaya/tarif Tidak dipungut biaya / gratls 5
5. Produk Surat Keterangan Terdaftar DTKS |
1. HKotak Saran =
6 Pengelola 2. 'Wa, 08232-5215-4224
" | Pengaduan 3. Medsos [FB [ Instagram)

B, Yangterkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan (Manufacturing) yaitu :
MO KOMPONEN

URALAN ‘l

1. Undang-Undang Mo. 11 Tahun 2002 tentang Keselahteraan ]|
Sosial

7, Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia nomar 39 Tahun

7012 tentang Penyalenpearaan Kesejahteraan 5osial.

Peraturan Menteri Sosial Mo, 3 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Data Terpadu Keselahteraan Sosial

4. Peraturan Daerah Mo, 6 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

1. Dasar Hukum 3.

Mushola [ Ruang Ibadah

1. Ruang tunggu
2. Buku register \
Sarana, prasarana/ 3. Antrian _ ‘ 1
. tasilitas 4. Komputer, Printer dan Jaringan
5. Kipas Angin |
6. TV, Kursl Tunggu \
7.




e s

Kompetensd
pelakeana

B, Simpking Area

9, Pojok bermain

1), Pojok Baca

11, Jaringan Wil

12, Tabklet

13, Ruang Lakiasl

14.Kursl Foda

15, Jalur RAM .

1. 5LTA, D-3,5-1;

2, Berpsnampllan menarlk | senyum, salam, sapa, sopan dan
santun)

3. Memilikl pengetahuan tentang Peratiran Pelayanan

4, Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun
spcara tertulls:

5. Memlliki kemampuan kerjasama Tim

Mampu mengoperasionalkan komputer

tdemilikl kernampuan dan akses untuk membuka Aplikas

DTKS

= o

Pengawasan
Internal

Secara langsung dilaksanakan berjenjang aleh atasan langsung
hingga Kepala Dinas

Jumiah pelaksana

3 (tiga) orang

laminan palayanan

1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratif
terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesuai standar
kualitas palayanan prima

2. Pemohon dapat meminta perbzikan atas produk layanan
yang tidak memuaskan.

Jaminan keamanan
dan kesslamatan
pelavanan

1. Produklayanan dipastikan menggunakan material yang
aman sesual dengan Standar dari Permendagri Nomor 109
Tahun 2019,

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dzri punguten liar (punghi) untuk semua
penerbitan dokumen

Evaluasi kinerja
pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga)
bulan sekali melalul survey kepuasan masyarakat [SKM],

2. Evaluasiinternal dilgkukan melalui rapat internal dipimpin
Kepala Dinas minimal setizp 1 {satu) bulan sekali,




STANDAR PELAYANAM
13, Surat Keterangan Sanding Data dengan Data Terpadu Kese|ahteraan Soslal (DTES)
A, Penyampalan Pelayanan (Service Delivery)

HO KOMPOMNEN URAIAN
1. Surat Permohonan Sending Data dengan Data Terpady
g, | Peioa M oy i
. kv copy dan file yang akan disanding dengan farmat
excel
1. Pemohon da tang dengan membawa $emua persyaratan
yang ditentukan
2. Front Office (FO) mengecek kelengkapan berkas, 2pabila
tidak lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkap! terlebih
dahulu
3. FOmenyerahkan berkas ke bidang teknis
3. 5taf bidang teknis memeriksa kelengkapan persyaratan,
membuat draft surat Keterangan 3anding Data dengan Data
Terpadu Kesejahterazn Sosial (OTKS) dan memberikan
penamoran
5 | distem, mekanisme | 4. Proses penyandingan data, Pemarafan surat oleh Subkor/P!
dan prosedur teknis dan Kepala Bldang PSPFM
5. SuratKeterangan Sanding DTKS ditandatangani aleh Kepala
Dinas f Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tamah Laut
6, Staf bidang teknis mengarsipkan kelengkapan berkas Surat
Keterangan Sanding DTES dan menyerahkan Surat
Keterangan Sanding DTES ke FO
7. FO menyerahkan Surat Keterangan Sending OTKS kepada
Pemohon
B. Pemoheon menerima Surat Keterangan Sanding DTKS
Rekomendasi, selesal
3. JF#Z:?:E:I’EEIEH 1 Hari Kerja
g, H.ra-_,_ra,nftir_t[ Tidak dipungut biaya [ gratis
5. | Produk Surat Keteramgan Eaﬁ:di'ﬁg_ DTKS
1. Kotak Saran
Pengelala 2. WA.DB22-5225-4224
s Pengaduan 3. Medsos (FB / Instagram)
B. Yangterkait dengan prozes dalam pengelolaan pelayanan (Manufacturing) yaitu -
HO KOMPONEM URAIAN
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 tentang H:aeiahtéraan
Sosial
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun
2012 rentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Menteri 5aslal No. 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahterasn Sosial
1. | Dayeag Wik 4, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 tentang
Fenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Bupati Tanah Laut No. 51 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupatl No. 38 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggiangan
Dampak Covid-19 terhadap Penyelenggaraan
Pemerintzhan Deca




Ruiang tinggu

Pk begelsber

Antrian

Komputer, Pointer dain Jaingsn
Kipas Angin

TV, Kursh Tungga

. 1. Mushola / Ruang badsh
5 3 | Mana prasaranaf | 8 Smoking Area
! | tasilitas l 9 Pajok bermaln
i | iI 10. Pajok Raca
' i 11, Jaringan Wili
| : 12. Toilet
' 13. Ruang Laktas|
! 14, Kursi Roda
: :I 15. Jalur RAM
i ' 1. SLTA, D-3,5-1; » e
: 2. Berpenampilan menarik { senyum, salam, sapa, sopan dan
I santun)
{ 3. Memilikl pengetahuan tentang Peraturan Pelayanan
: Kompetensi 4, Mampu berkomunikasi dengan balk secara lisan maupun
! 3 | pelaksana secara tertulis;
| | 5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim
! . €. Mampu mengoperasionalkan komputer
| i 7. Memiliki kemampuan dan akses untuk membuka aplikasi
| dan penyandingan DTKS
‘ 4 Pengawasan Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan langsung
Intermal hingga Kepala Dinas
L | Jumizh pelaksana 3 (tiga) orang
1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratif
| terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesual standar
[ laminan pelayanan kualitas pelavanan prima
2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan
wang tidak memustkan.
1. Produk layanan dipastikan menggunakan material yang
T G A A aman sesuai dengan Standar dari Permendagri Nomor 109
Tahun 2019,
7 dan keselamatan
Z. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
pekiyanan diutamakan bebas dari pungutan lizr [pungll] untuk semua
penerbitan dokumen
1. Ewvaluasi dilakukan secara berkala minimal setiap 3 [tiga)
a Evzluasi kinerja bulan sakali mefalui survey kepuasan masyarakat (SKM).
pelaksana 2. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin
Kepala Dinas minimal setiap 1 (satu) bulan sekali.




STANDAR PELAYANAN

14, Rekomendas| BPNT Duku Tabungan / Kartu ATM KKS untuk Pembuatan Baru, Rusak, Pin Terblakie dan
Hilang

A, Penyampalan Pelayanan (Service Delivery)

NO KORPOMEN

UnAlAN

1. Surat Permohonan Rekomendasl BPNT Buku Tabungan,/
Eartu ATM EKS untuk Pembuatan Baru
= FCETP

- FCKartu Keluarga
- Surat Keterangan darl Kelurahan f Desa Setempat
Cek Data di BNBA Penerima

2. Surat Permohonan Rekomendasl BPNT Buku Tabungan /
Kartu AT KES untuk Pembuaten baru karena Rusak [ Pin
Terblokir :

- FCETP
Fi- Kartu Keluarga
- FCKartu KKS / ATM
- FCBuku Tabumgan
- Surat Keterangan dari Kelurzhan J Desa Setempat

Persyaratan
pelayanan

3. Surat Permohonan Rekomendasi BPNT Bulu Tabungan / .
Kartu ATM KKS untuk Pembuatan karena Hilang :
= FCKTP
| - FC ¥artu Keluarga
= Surat Keterangan Kehilangan dari Kepaolisian
Surat Keterangan dari Kelurahan / Desa Setempat

1. Pemohon datang dengan membawa semua persyaratan
yang ditentukan

1. Front Office (FO) mengecek kelengkapan barkas, apabila
tidak [engkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi terdebih
dahulu

3. FD menyerahkan berkas ke bidang teknis

4, EStaf bidang teknis memeriksa kelepghapan persyaratan,
membuat draft surat Rekemendasi BPNT Buku Tabungan /
kartu ATh KES uniuk Pembuatan Banu, Rusak, Pin Terblokir
dan Hifang dan memberikan penomoran

5. Penelaahan permobonan pengecekan BNBA BPNT,
Pemarafan surat oleh Subkor/PJ teknis dan Kepala Bidang
P5PFM

Sistem, mekanisme | 6. Surat Rekomendasi BPNT Buku Tabungan f Kartu AThM KKS

dan prosedur untuk Pembuatan Baru, Rusak, Pin Terblokir dan Hilang
ditandatangani oleh Kepala Dinas f Sekretarls Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut

7. Staf bidang tekniz mengarsipkan kelengkapan berkas Surat |
Rekomendasi BPNT Buku Tabungan / Kartu ATM KXKS untuk
Pembuatan Baru, Rusak, Pin Terblokir dan Hilang dan
menyerahkan surat ke FO

8. FO menyerahkan Surat Rekomendasi BPNT Buku Tabungan
J Kartu ATM KKS untuk Pembuatan Baru, Rusak, Pin
Terblokir dan Hilang ke Pemochon

10. Pemohon menerima Surat Rekomendasi BPNT Buku
Tabungan / Kartu ATM KKS untuk Pembuatan Baru, Rusak,
Pin Terblokir dan Hilang, selesai




longka
penyelesalan
Bilaya/taril

Produk

Pengelola
Pengadisan

I Harl Eerja

ild_ill: :Iipur-rﬁu- tbiya f granls

Surat Rekomendasl BPNT Buku Iﬁﬁwgan J Kartu ATM EKS

untuk Pesmbuatan Baru, Rusak, Pin Terhiokir dan Hilang
1. Kotak Saran =
2. WA DHZ2-5325-47724

i, Medsos (FB [ Instagram)

KOMPONEN

=

ng terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan (Manufacturing) yvaite :

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Un-dang_H:nmur 11 Tahun 2011 tentang
Kesejehtaraan Sosial

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomar 38 Tahun

2012 tentang Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Menter Sosial No. 5 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Program Sembako
Peraturan Dagrah Mo. 6 Tahun 2022 tentang

-

Sarana, prasarana/
Fasilitas

= = SR

Ruang tunggu
Buku register
Antrian
RKomputer, Printer dan Faringan
Kipas Angin
TV, Kursi Tunggu
Mushela / Ruang Ibadah
sSmoking Area
Pojok bermain

. Pojok Baca

11, Jaringan Wifi

12. Toilet

13, Ruang Laktasi

14, Kursi Roda

15, Jalur R&M

PR I LY e D

[
=]

{
Kompetensi l
pelaksana |

1. SLTA,D-3, 51

2. Berpenampilan menarik | senyum, salam, sapa, sopan dan

santun)
3. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Pelayanan

4. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun

secara tertulis;
5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim
Mampu mengoperasionzlkan komputar
7. Mempunyai akses pengecekan data BHNEA BPNT

o

Pengawasan
Internal

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan langsung

hingga Kepala Dinas

Jumlah pelaksana

3 [tiga) orang

Jaminan pelayanan

1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratif
terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesual standar
kualitas pelayanan prima

2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas praduk layanan

vang tidak memuaskan,




1. Produk layanan dipastikan menggunakan material yang
YilnTnen hiamisnaT aman sesual dengan Standar darl Permendagri Nomar 109
Tahun 2015,
tlan keselamatan
sl 2, Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan Langat
diutamakan bebas darl pungutan lar (pungl) untuk semua
R penerbitan dokumen
1. Evaluas dilakukon secara berkala minimal setiap 3 (tiga)
Evaluasi kinerja bulan sekall melalul survey kepuasan masyarakar [SKM].
pelaksana 4. Evaluasi internal dilakukan melalul rapat internal dipimpin

Kepala Dinas minimal setlap 1 (satu) bulan sekall,




STANDAN PELAYANAN
13, PELAYANAN PENGADUAN L-LAPOR

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 15 Tohun 2009 tentang Pelaysnan
Publik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejzhieraan
Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indanesia Nomor 39 Tahun
2012 tentang Penyelenggarnsn Kesejahieraan Sosial,
Peraturnn Menteri Sosial Republik Nomor 8 tahun 2019
tentang  Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Dacrah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/kota.

Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan
Pengaduan Publik.

Perbub Kab, Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2020 tentang
Sistemi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalo:
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
Keputusan Bupati Kab, Tansh Laut MNomor 1BE45/817-
KUM/2023 tentang penctapan operator pelayanan informasi
publik (PPIDY) dan pelayanan aspirasi dan pengaduan online
rakyat (LAPOR) pada satuan kerja perangkat daereh di ruang
lingkup pemerintah Kab. Tanah Laue

Persyaratan Pelayanan

Pelapor membuka aplikasi E-LAPOR. Kab. Tanah
Laut kemudizen admin menyampaikan pada operator
E-LAPOR DINAS SOSIAL untuk ditindaklanjuti.

Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

2

Pemnberitahuan dari Admin pada grup E-LAPOR.
Oparmtor masik pada aplikasi E-LAPOR.

3. Pengaduan diteruskan ke Bidang Teknis untuk

4,
J,

ditindaklanjuti.
Rapat-teknis tindaklanjut,
Tindaklanjut dituangkan pada aplikasi E-LAPOR

Jangka Waktu
Penyelesatan

Menerima jawaban 1 (satu) hari sejak pengaduan
diterima oleh operator aplikasi E-LAPOR.

Biava / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Menerima dan menampung laporan/pengaduan/saran

dart warga.

. Menyelesaikan setiap laporan/pengaduan/zaran dari

Masyvarakat,

Penanganan, Pengaduan,
Saran dan Masukan

. Kotak saran

. WA 0822-5225-4224

. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
. Email : dinsostalairgmail.com

Waktu Pelayanan

g S

. Jurnat

Senin — Kamis : 08.00 — 1630 WITA
0800 —11.30 WITA

Sarana, prasarana’
fasilitns

Sarana, prasarana dan atau fasilitas yang ada di Dinas
Sosial Kab. Tanah Laut,

l. Komputer

2. Printer

3. Jaringan

10

Kompetensi pelaksana

R o

SLTA, -3, 8-1;

Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Pelayanan;

Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun
secara tertulis:

Memiliki kemampuan kerjasama Tim:

Terampil mengoperasikan kumputer dan teknologi informasi; |




[E]

h Ilwl;u'rin-tlnm tanl wakin fn;:i_ly mran.

—

Secarn hingsung dilaksanakin berjenjang oleh atasan

LE | Pen
ML N o Inngsuing hingpa Kepala Iinas
L2} Jumbuh peliksann | (satu) orang st lsirstor
| Fk
; I, Adwnyn Standar Operasional Prosedur (SOF)
LV | Jamidbin prelnyanam 2. Adunyn Kode f1ik Pegawal
Apabila Masyarakat ingin mengetahui informasi lebih lanjut
14 Jaminan keamanan dasn lentang I-Lupor, maka Masyamkat bisa dating langsung ke
keselamatan pelayanan Dinss Komunikasi dan Informatika Kab. Tansh Laut atau
karmjumngi halaman linipspoctal tanallautkab, gojd!
1. Rapat koordinasi intern rutin setinp bulan dan incidental terkait
5 Evaluasi kinerjn program kegiatan dan pelayanan;
pelaksana 2, Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara nitin dan

berkelanjutan scbagai Upaya perbaikan pelayanan.




STANDAR PELAYANAN

16. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

KOMPONEN

URAIAN

_—

Dasar Hukum

s Undang-undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

«  Undang-undang Nomor 25 Tohun 2009 temtang Pelayanan
Publik.

* Unpdang-undang Nomor I | Tahun 2009 tentang Kescjahierzan
Sosial.

s Perojuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

¢ Perowran Menteri Sosial Republik Nomor 8 tahun 2019
tentang Standar Teknis Felayanan Dasar pada Standar
Pelavanan Minimal Bidang Sosial di Dacrah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/Kota.

«  Perpres Nomor 76 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pelayanan
Pengaduan Publik.

Persyaratan Pelayanan

Penerima alau pengguna layanan datang langsung ke
Dinas Sosial Kab. Tanah Laut,

Sistem, Mekansme, dan
Prosedur

1. PPES datang langsung ke Front Office dengan
mengambil No. Antrian,

Front Office menerima pengaduan.

Diarahkan ke kursi tunggu konsultasi £ pengaduan.
Front Office memberitahukan kepada Bidang Teknis.
Bidang Tecknis menerima klien di ruang
penga.dumﬂmnsultui untuk dilakukan

konscling/assessment, koordinasi atau pengaduan.

I L

Janpgka Wakiu
Penyelesaian

1 (satu) hari kerja

Biaya f Tanf

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

|. Menerima dan menampung laporan/pengadusn/samn
dari warga.

2. Menyelesaikan setiap lzporan/pengaduan/saran dari
Masyarakat.

Penanganan, Pengaduan,
SLaran dan Masukan

Bidang Teknis

Waktu Pelayanan

a. Senin — Kamis ;: 08.00 - 16.30 WITA
b Jumzt 0300 — 1130 WITA

Sarana, prasarna’
tasilitas

Sarana, prasarana dan atau fasilitas yang ada di Dinas
Sosial Kab. Tanah Laut.

1. Meja

2. Kursi

3. Ruang pangaduan

10

Kompetensi pelaksana

=
v

Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Pelayanan;

2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lizan maupun
secarn terfulis;

3. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

4. Disiplin dan taat waktu pelayanan.

11

Pengawasan Internal

Secarn langsung dilaksanakan begenjang oleh atasan
langsung hinggn Kepala Dines

12

Jumlah pelaksana

Tim Teknis




Nepanjang  sopals  persyamatan  teknis  dan  administranil
terpenahi, peliyanan dapat diberikan sesunl standar kualitas

13 | Jansinan pelayanan pelay naan
2. Pemohon dapal mentinta perbaikan atas produk layanan yang
tilak memuashan.
. Produk layanan dipastiban menggunakan material yang aman
1 | Jaminan keamanan dan ;j;ll'l:l dengan Standar dari Permendagei Nomor 109 Talun
heselamatan pelayanan 2. Kesclimatan dan kenyamanan dalan  pelayanan  sangat
diutamakan bebas dari pungutan Nar (pungli).
1. Hapatl koordinasi intern rutin setiap bulan dan incidental terkait
IS Evaluasi kinerjn program kegintan dan pelayanan;
pelakiann 2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakal (SKM) secara rutin dan

berkelanjutan sebagai Upaya perbaikan pelayanan.




Notulen Kegiatan
Acara . Uji '
. Uji Publik Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut

Hari

ari / Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Te . :

mpat . Aula Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

1. Uji Publik Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
dibuka dan dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
didampingi Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial PFM dan
Kepala Bidang Rehabilitasi, Jaminan Perlindungan Sosial.

2. Kegiatan Uji Publik Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Laut diikuti oleh akademisi, organisasi kemasyarakatan dan

organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh

pemuda serta pilar-pilar sosial (TKSK, PSM, Tagana dan Karang Taruna).

tan Uji Standar pelayanan public ini adalah sarana untuk

3. Kegia
menyampaikan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
en Tanah

kualitas pelayanan sebagai kewajiban Dinas Sosial Kabupat
penyelenggara kepada masyarakat dalam

Laut sebagai
udah, terjangkau, dan

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, m

teratur.

A

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9,

Berdasar
arkan hasil dislk
diskusi, pendapat, arahan dan masuldan peserta uji

publik dapat disimpulkan :

a.  Sega ———
dl'l:{ihl:i‘ l:;l":‘ "('i'i::ll):‘llztlllttllal le'n;un l:n,\-mmn yang ada padn Dinas Soninl
menyulitkan serta se lilm‘-ilmul. mudah  didapatkan  dan  tidnk
b.  Adanya kejelasa .SLIHI ]Tl:Illlllllkliilllll_\'ll.
afininigieast l;l persyaratan baik persyaratan teknis maupun
I¥adan , mekanisme yang tidak berbelit-belit, serta prosedur
yang mudah dimengerti dan dilaksanakan.
kat sebagai

warga masyara
kepastian ~ dalam
kurun waktu yang telah

¢.  Kepastian Jangka waktu pelayanan,
hal

pemohon pelayanan mendapatkan
penyeselesaian produk layanan dan dalam

ditentukan.

d. Adanya pendelegasian/ hirarki penandatanganan produk layanan
yang jelas sebagai pertanggungjawaban. Pendelegasian tandatangan
ini dimaksudkan agar jangan sampaikan menghambat pelayanan
seandaianya unsur pimpinan sedang malakukan kegiatan dinas
luar,
Tidak ada biaya atau tariff tertentu dalam semua pelayanan yang
ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

latan kerja dan

f  Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pera
pendukung kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik yang

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan

informatika (telematika).
Akses lokasi memuju tempat pelayanan yang memadai sehingga
serta akses untuk untuk

g.
mudah dijangkau oleh masyarakat
a mudah diakses oleh masyarakat

mendapatkan informasi yang jug

melalui teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)
Fasilitas kenyamanan tempat pelaksanaan pelayanan publik yang
tertib, tersedianya ruang tunggu yang nyamarn, bersih dan sehat,
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti area
parkir khusus untuk tamu dan pengunjung, parkir disabilitas, toilet,
sarana ibadah, area bermain untuk anak, pojok baca/ perpustakaan

mini dan lain-lain.
Adanya upaya perbaikan terus-menerus terkait kedisiplinan,
keramahan

i.
dan

kesopanan
anaan pelayanan publik, serta pelayanan yang

petugas pada pelaks
sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas

sepenuh hati.
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media sosig] tI‘Rﬂlmg ke maavarak nme ‘Iillmluli' Jayanan Imilcl meln ul
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Demiki
an notul
en kegi
mestinya, giatan ini dibuat untuk dapal (llpcrgunuknn gebagaimana
Pelaihari, 10 Mei 2023
Notulen,

401 200604 2 002

Nip. 19740
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Pelaiharl, 10 Mef2023
Pembuat Raftar

Noor Mita Inyanda¥ari, A.Pi, MM
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